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ABSTRAK 

Hariadi Haruna. Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar 
Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam). (dibimbing oleh H. M. Yunus Samad dan 
Hj. Sunuwati). 

Jual beli murabahah merupakan sistem jual beli yang dimana harga penjualan 
barang seharga biaya / harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau 
margin keuntungan yang di sepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual 
harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan 
jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya (cost) tersebut. Praktek jual beli 
sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari namun sistem murabahah dalam 
prakteknya di Pasar Sentral Rappang apakah sesuai dengan konsep fiqih dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah di Pasar Sentral 
Rappang.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan masukan kepada 
para pedagang dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya para penjual yang ada 
di Pasar Sentral Rappang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan metode, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 
kepustakaan. Adapun teknik analisis data yaitu trianggulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) bentuk perjanjian dalam transaksi jual 
beli murabahah yang terdapat di Pasar Sentral Rappang yang dimana dalam sistem 
perjanjian tersebut pembeli dan penjual harus saling terbuka mengenai harga modal 
barang tersebut dan di tambah margin keuntungan dan bentuk permodalan berupa 
barang yang di pesan oleh pembeli dan di produksi oleh penjual. 2) Tinjauan hukum 
Islam terhadap sistem traksaksi jual beli murabahah pada pedagang Pasar Sentral 
Rappang di bolehkan dalam syar’i dikarenakan mengikut pada sistem akad jual beli 
yang dikenal dalam Islam yaitu sistem jual beli murabahah, serta dalam penerapannya 
berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama 
lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang 
merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama 

Kata Kunci: Jual Beli dan Murabahah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan 

seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma’allah dan 

mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah 

ma’annas. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu 

dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu 

yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat 

yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Atas 

dasar  pemenuhan kebutuhan sehari–hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang di 

namakan Jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, 

sedang menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu 

(‘aqad). Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti 

melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual 

barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan 

sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu 

transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka 

pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan 

kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat 

bertransaksi dengan lancar. 

Meskipun dunia teknologi pada zaman sekarang semakin maju yang bisa 

melakukan transaksi jual beli melalui alat komunikasi, masyarakat tidak bisa terlepas 

dari tempat transaksi anatara pihak pembeli dan pihak penjual yakni pasar sentral. Di 
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pasar sentral tersebut banyak akad-akad jual beli yang berlaku misalnya, mudharabah, 

murabahah, salam, dan sebagainya.  

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka 

muamalah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting 

peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan 

orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, 

maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. 

Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. 

Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli ( bai’) 

dan berbagai permasalahannya.  

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad 

(transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum 

(lazim) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi kepada lima macam. 

1. Akad mu’awadhah, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal 

balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 

2. Akad tabarru’, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak 

tanpa ada pengganti. 

3. Akad irfaq, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong , 

tidak ada tukar-menukar. 

4. Akad tautsiq, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan 

hak. 

5. Akad amanah, yaitu akad yangd asarnya kepercayaan.1 

                                                 
1Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2015), h. 5. 
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Sebenarnya bagaimana pengertian jual beli menurut Fiqih muamalah ? Apa 

saja syaratnya ? Lalu apakah jual beli yang dipraktekkan pada zaman sekarang sah 

menurut fiqih muamalah ? Tentu ini akan menjadi pambahasan yang menarik untuk 

dibahas. 

Islam adalah agama yang universal sebagai pedoman yang mengatur segala 

aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya menyangkut dua bagian pokok, yaitu 

ibadah dan muamalah. Ibadah adalah mengahambakan diri kepada Allah SWT 

dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan 

muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi 

aspek ekonomi, politik dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek 

ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain 

sebagainya. 

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam 

fiqh muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlah akadnya bisa mencapai 

puluhan. Sesungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada salah satu jenis jual 

beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan 

modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ al-murabahah atau jual 

beli murabahah. 

Dalam al-bai’ di tinjau dari harga al-bai’ dapat di kategorikan menjadi 

beberapa jenis diantaranya adalah Murabahah. Jual beli dalam terminologi fikih 

disebut dengan al-bai’ yang secara etimologis dapat diartikan dengan tukar menukar 

sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad al-bai’ dalam bahasa arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli). Dengan demikian 

kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara konseptual, 

murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, sangat banyak dibicarakan oleh
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kalangan ulama’ fiqh dan secara operasional dia merupakan salah satu produk 

perbankan Islam diantara produk-produk lainnya. 

Meskipun akad murabahah adalah produk dalam perbankan syariah tidak 

menutup kemungkinan bahwa jual beli murabahah tidak dapat di terapkan pada 

pedagang pasar sentral terutama di Pasar Sentral Rappang  

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih 

muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika 

tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli 

yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal 

kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ al-murabahah, bai’ as-salam, 

dan bai’ al-istishna’.2 

Dalam beberapa kitab fiqih, murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual 

beli musawwamah (tawar-menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan 

pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh 

pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan 

musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan 

suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga termasuk amanah 

adalah jual beli wadhi’ah, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil 

dari harga asli pembelian). Jual beli wadhi’ah terlaksana apabila nilai barang turun 

dari harga asli. Namun apabila menjual dengan harga yang sama dengan harga 

pembelian, maka disebut jual beli tauliyah.3  

                                                 
2Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ( Cet. 1; Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 101. 

3Wiroso, Jual Beli Murabahah ( Cet. 1; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2005), h. 14. 
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Sistem murabahah seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya 

menguntungkan bagi kedua belah pihak serta pedagang pasar sentral yang menjadi 

pihak penengah, namun yang terjadi pada pedagang Pasar Sentral Rappang tidak 

selamanya saling menguntungkan, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini 

adalah pembeli (pihak nasabah) karena terjadi kebohongan dalam transaksi jual beli 

murabahah. Pihak penjual tidak memberitahukan secara pasti modal suatu barang 

yang dipesan kepada pembeli. 

Dari permasalahan di atas, dapat di garis bawahi bahwa sistem murabahah 

yang diterapkan pedagang Pasar Sentral Rappang secara kasat mata dapat terlihat 

sedikit ada keganjalan dalam segi pelaksanaannya. Apakah sistem murabahah yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli yang ada pada pedagang pasar sentral Rappang 

sudah sesuai dengan syari’at atau belum. Dalam hal ini peneliti mengharapkan para 

pedagang di Pasar Sentral Rappang dapat mengetahui sistem jual beli murabahah dan 

mengetahui bagaimana prosesnya agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

dalam transaksi jual beli Islam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan 

masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan 

karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana praktek murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang ?  

1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah pada pedagang 

Pasar Sentral Rappang ?   

1.3 Tujuan Penelitian 
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Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang 

ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas 

maka penelitian ini bertujuan : 

1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana praktek murabahah pada pedagang Pasar 

Sentral Rappang. 

1.3.2 Untuk  mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah pada 

pedagang Pasar Sentral Rappang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai 

berikut:   

1.4.1 Dengan adannya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, 

khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan 

murabahah. 

1.4.2 Untuk menambah wawasan dan pengetahuaan peneliti dalam hal penerapan 

konsep murabahah dan pengetahuaan tentang ilmu hukum Islam.  
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian 

terhadap penelitian sebelumnya. Dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulisan 

mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut: 

 Ubaedul Mustofa (2012) dengan judul skripsi Analisis Pelaksanaan Akad 

Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah 

(M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. 

Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan 

mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan murabahah di Bank Mega 

Syari’ah Kaliwungu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak 

terhadap pihak lain, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang dilakukan di Bank Mega Syari’ah 

Kaliwungu adalah aplikasi dari murabahah, akan tetapi dalam praktiknya tidak 

sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada. 

 Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak 

pada salah satu objek penelitian yang dilakukan yaitu murabahah. Adapun 

Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustafa tidak 

fokus mengkaji tentang murabahah akan tetapi hanya menyesuaikan apakah praktik 
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akad murabahah pada Bank Mega Syari’ah Kaliwungu sudah sesuai konsep Islam 

atau belum.4 

 Yumiati B. Yunus (2012) dengan judul Analisis Ekonomi Terhadap 

Pembiayaan Murabahah di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare. 

 Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi 

dan mencoba menjelaskan atau mengungkap sistem/ prosedur yang ada di PT. 

Amanah Finance Cabang Kota Parepare, namun berdasarkan penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di PT. Amanah Finance cabang kota 

parepare sudah sesuai dengan hukum Islam karena pada prinsipnya telah 

mengedepankan rasa saling percaya antara nasabah dengan pihak PT. Amanah 

Finance Cabang Kota Parepare. 

 Dalam penelitian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian 

penulis lakukan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Yumiati B. 

Yunus menganalisa PT. Amanah Finance Cabang Parepare apakah sesuai dengan 

konsep murabahah pada umumnya atau tidak. Sedangkan penulis lakukan yaitu 

menganalisa para pedagang pasar sentral Rappang apakah yang diterapkan sesuai atau 

tidak sistem murabahah tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek kajian yaitu 

murabahah dan analisanya suatu objek kajian apakah sesuai atau tidak sistem 

murabahah tersebut.5 

                                                 
4Ubaedul Mustafa, Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan 

Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. (skripsi Sarjana; 

Fakultas syari’ah: Semarang), h. 8. 

5Yumiati B. Yunus (2012) dengan judul Analisis Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah 

di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare ( Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Parepare), h. 9. 
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Dari kedua penelitiaan diatas, masing-masing belum ada yang fokus meneliti 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem murabahah. Maka peneliti akan 

melakukan penelitian pada pedagang pasar sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. 

2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Pengertian  Jual Beli 

 Jual adalah tukar sesuatu dengan uang.6 Beli adalah memperoleh atau 

memiliki sesuatu dengan membayar.7 Sedangkan jual beli adalah persetujuan saling 

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai 

pihak yang membayar harga barang yang dijual.8 

 Lafadz  ُالَْبيَْع dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu Manzhur 

berkata:  ُضَد ُُ الشَّرَاء  yang berarti jual kebalikan dari lafazh ,الَبيَْعُ  lafazh)  الْبيَْعُ  

 merupakan bentuk الَبيَْعُ  yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh ,الَشَّرَاءُ 

mashdar; َُمَبيِْعا - ُبيَْعُ ُ - ُيبَيِْعُ ُ - ُباَعَُُُ  yang mengandung tiga makna sebagai berikut. 

ُبشَِيئُْ  شَيْئ  قاَُبلَةَُ   م 

Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. 

ماُع وِضَُعَنْه ُ ُوَاخَْذُ  ُعِوَض   دفَْع 

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti 

tersebut.  

 Lafazh  ُالَبيَْع juga termasuk ke dalam ُِالأضَْداَد ُ  isim-isim atau kata) آسَْمَاء 

benda yang berlawanan), seperti lafazh  ُالَق رْء disandarkan kepada lafazh  ُالَْحَيْض 

(haid) dan  ُهْر  9.(suci) الَط 

                                                 
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. VII; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 588. 

7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 163. 

8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 589. 

9Enang Hidayat,  Fiqih Jual Beli, h. 10. 
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 Menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah, al-bai’ jual beli antara benda dan 

benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Dalam istilah fiqh disebut dengan 

al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. 

 Adapun definisi  ُالَبيَْع (al-bai’) secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh 

para ulama sebagaimana berikut: 

1. Hanafiah  

ُمَالَُعَلىَُوَجْهُِمَخْص وْصُِ قاَبِل  ُمَالُِم   تمَْلِيْك 
  Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada 
jalan yang telah ditentukan. 

2. Malikiyah  

عِوَضَيْهُِغَيْرَُذهََبُِ كاُيسََةِ,ُآحَدُ  لذةَِ,ُذ وُم  تعْةَُ  عَلىَُغَيْرُِمَنافِعَ,ُوَلاَُم  عاوضَةُ  م  ُوَلاَُعَقْدُ 

ُالعيَنُِْ ُغَيْر  عيًَّن   فِضَةِ,ُم 

  Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-
senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk 
emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. 

3. Syafi’iyah 

مِلْكَُعَيْنُِأوَُْمَنفْعَةَُِعَلىَُالتَّأُبيِْدُِ عاَُوَضَةُي فِيْدُ  م   عَقْدُ 

  Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang 
atau manfaatnya yang bersifat abadi.  

قاَُبلَةََُمَالُِبِمَالُِبشَِرْطِهُِلِاُسْتفِاَُدةَُِمِلْكَُعَيْنُِأوَُْمَنْفعَةَُِمُ  ُم  ن  ؤََبَّدةَُِعَقْدَُيتَضََمَّ  

  Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya 
degan syarat–syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat 
abadi. 

4. Hanabilah  

باَُحَةُِعَلىَُالتأُّْبِيْدُِغَيْرُِ ةُِأوَُْمَنْفعَةَُِم  مَّ مَالُِوَلوَُْفىُِالذِّ باَُدَُلةَُ  رِباَُوَقرْضُِم   

  Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang 
diperbolehkan syara’, bersifat  abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.10 

                                                 
10 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, h. 12. 
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 Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’I  yang menurut 

etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara 

bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-Ba.i dalam Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli).ُDengan 

demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekalius juga berarti beli.11 

 Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi 

sama. 

Sebagian ulama lain memberi pengertian : 

a)      Ulama Sayyid Sabiq 

 Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas 

dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. 

Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan.Yang 

dimaksud harta harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, 

maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.Yang dimaksud dengan 

ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud 

dapat dibenarkan (ma’dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. 

b)      Ulama hanafiyah  

 Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain 

melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut 

adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan 

harga dari penjual dan pembeli. 

 

 

                                                 
11Wahbah Az-Zuhaili, Al-Qur’an al-Karim, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Al-Qur’an: Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Cet. 10; Damaskus: Darul Fikr, 2007)        

h. 25. 
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c)      Ulama Ibn Qudamah 

 Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan 

pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki 

seperti sewa menyewa.12 

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli 

atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.13 

2.2.2 Pengertian Murabahah 

Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan 

nasabah.14 Pengertian Murabahah secara lafdzi berasal dari masdar ribhun 

(keuntungan). Sedangkan secara istilah menurut ulama’ Hanafiyah memindahkan hak 

milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang 

dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan 

menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat murabahah adalah jual beli 

yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan pada harga beli penjual ditambah 

keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.15 

Sedangkan pengertian Murabahah dalam perbankan syari’ah adalah transaksi 

jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai 

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga 

jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan 

                                                 
12 Wahbah Az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 26. 

13 Ismail, Perbankan Syariah (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),  

h. 135. 

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 941. 

15 M.yazid Afandi,  Fiqih Mu’amalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85. 
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jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad ,sementara 

pembayaran dilakukan secara tangguh.16 

Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

laba.17 

Ibnu Qudamah mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan harga asal 

ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.18 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah adalah jual beli yang 

dilakukan pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual memberitahukan 

secara pasti harga modal barang tersebut kepada pihak pembeli. Dengan kesepakatan 

antara keduanya transaksi murabahah dapat dilakukan dimana harga modal barang 

ditambah dengan margin keuntungan. 

2.2.3. Konsep Murabahah 

Konsep murabahah menurut peneliti dibagi atas beberapa bagian yaitu konsep 

murabahah menurut Fiqhi, konsep murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional dan konsep murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia. 

2.2.3.1.    Konsep murabahah menurut fiqhi 

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga 

biaya / harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan 

yang di sepakati.19 Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi 

                                                 
16 Daeng Naja,  Akad Bank Syari’ah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 43. 

17 Osmad Muthaher,  Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57. 

18 Muhamad, Sistem & Prosedur Oprasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2000),    

h. 23. 

19 Wiroso, Jual Beli Murabahah, h. 13. 
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tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan 

yang di tambahkan pada biaya (cost) tersebut. 

Landasan hukum dari akad murabahah yaitu  

Firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 29. 

 ُ ُ ُُ   ُ   ُ   ُ ُُ ُ

ُ ُ ُ ُُُ ُ  ُ ُُُُُُ

ُُُُُ

Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.20 

 

Firman Allah Q.S. Al-baqarah/2: 275. 

 ُ  ُ  ُُ  ُُ ُُ  ُ    ُ

ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ  ُُ ُ  ُُ  ُُ

ُ  ُ ُُ ُ ُ   ُُ  ُ  ُ  ُُ ُ

   ُ ُُُ ُُُ  ُُُُ ُ ُ

ُُُُ

Terjemahan: 

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.21 

Adapun syarat dan rukun dari akad murabahah dalam konsep fiqih yaitu: 

                                                 
20 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 107. 

21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 58. 
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Syaratnya: 

1. Penjual memberi tahu modal kepada nasabah. 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3. Kontrak harus bebas dari riba. 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian. 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. 

Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.22 

Rukunnya: 

1. Orang yang menjual 

2. Orang yang membeli 

3. Sighat (ijab qabul) 

4. Barang atau sesuatu yang di akadkan.23 

2.2.3.2.    Konsep murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk penyaluran dana yang dapat 

dilakukan oleh Bank Syariah untuk pembelian barang bagi nasabah yang 

membutuhkan.24 Isi ketentuan mengenai pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN 

No.4/ DSN-MUI/IV/ 2000 yaitu: 

Pertama: ketentuan umum murabahah dalam bank syariah: 

1. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

                                                 
22 Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, h. 102. 

23 Wiroso, Jual Beli Murabahah, h. 16. 

24 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum 

Nasional Indonesia, ( Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 244. 
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2. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

3. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati. 

4. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip menjadi milik bank. 

Kedua: ketentuan murabahah kepada nasabah: 

1. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 

muka saat mendatangani kesepakatan pemesanan. 

2. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 

3. Jika nilai uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

kerugiannya kepada nasabah. 

4. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, 

maka: 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 

dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kerugiannya. 

Ketiga: jaminan dalam murabahah 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 
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2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang.25 

2.2.3.3.    Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang murabahah 

Akad murabahah yang diatur dalam pasal 9 PBI No.7/46/PBI/2005 merujuk 

pada fatwa-fatwa DSN yang terkait dengan murabahah. Ketentuan di dalam pasal 

tersebut ada yang menggunakan redaksi kalimat terhadap ketentuan dalam PBI. 

Adapun isi dari ketentuan mengenai pembiayaan murabahah pada PBI 

No.7/46/PBI/2005 yaitu: 

Pasal 9: 

a. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah 

berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 

c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah ( wakalah ) untuk membeli 

barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank. 

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urban saat 

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain 

barang yang dibiayai bank.26 

                                                 
25 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum 

Nasional Indonesia, h. 245. 

26 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum 

Nasional Indonesia, h. 246. 
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Dari ketiga konsep yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 

yang diterapkan oleh para pedagang pasar sentral Rappang adalah konsep murabahah 

menurut fiqih yang dimana konsep ini hanya berlandasakan pada hukum islam dan 

kepercayaan kedua belah pihak. Dalam konsep ini pula tidak adanya penandatangan 

surat-surat kerjasama antara kedua belah pihak. Adapun yang diterapkan para 

pedagang pasar sentral Rappang jika akad murabahah dilakukan secara tunai hanya 

membutuhkan uang muka saja dan bisa juga di bayar keseluruhan kemudian barang 

tersebut dikirim kepada pembeli, akan tetapi jika dilakukan secara kredit pihak 

pedagang hanya meminta uang muka kemudian mencatat berapa bulan ansuran yang 

diminta oleh pembeli. 

Praktik murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang dalam Murabahah 

penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia 

mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Murabahah merupakan suatu bentuk 

jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam 

Muamalah Islam 

Kesimpulannya, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. 

Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract (yakni memberikan 

kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, cash flownya bisa 

diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak  yang 

bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai natural certainty contract karena 

dalam Murabahah ditentukan berapa requaired rate of profitnya (besarnya 

keuntungan yang disepakati). Dalam prakteknya di Pasar Sentral Rappang banyak 

sekali yang menggunakan akad tersebut akan tetapi kebanyakan penjual di pasar 

sentral rappang yang tidak mengerti istilah akad dalam islam. Seperti halnya penjual 
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kue penerima pesanan yang memberitahukan kepada pembelinya bahwa keuntungan 

yang di dapatkannya hanyalah 500 rupiah dalam perbijinya. Paparan tentang jual beli 

murabahah di atas merupakan konsep dan praktik murabahah yang banyak 

dituangkan dalam berbagai literatur klasik (kitab fikih turats), dimana 

komoditas/barang yang menjadi obyek murabahah tersedia dan dimiliki penjual pada 

waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang 

tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang 

akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli 

 biasa, kelebihannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian 

awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang 

sebenarnya. 

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, 

bentuk murabahah dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. 

Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan murâbahah li al-âmir bi al-

Syirâ’ , yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank 

untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan 

membeli komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok 

pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan 

nasabah akan melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai 

dengan kemampuan finansial yang dimiliki.27 

Dalam tinjauan Islam praktek murabahah di Pasar Sentral Rappang. Mengenai 

kedudukan hukum praktik murâbahah li al-âmir bi al-Syira’ ulama kontemporer 

berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau 

                                                 
27 Pajar Rahmatullah, Akad Murabahah dan Implementasinya pada Syariah Dihubungkan 

Dengan Kebolehan Pratek Murabahah Menurut Para Ulama. Pasca.unisba.ac.id ( 17 Februari 2015 ).  
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mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan murâbahah li 

al-âmir bi al-Syirâ adalah Sâmî Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq 

Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun argumentasi mereka adalah 

sebagai berikut:28 

  Pertama, hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah 

kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. 

Berbeda dengan ibadah Mahdhah hukum asalnya adalah haram kecuali ada nash yang 

memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam muamalah tidak perlu 

mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan, yang perlu 

diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak 

terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal hukumnya. 

Kedua, keumuman nash Al-Qur’an dan hadis yang menunjukan kehalalan 

segala  bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yusuf 

Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah; 275 Allah menghalalkan segala 

bentuk jual beli secara umum, baik jual beli muqâydhah (barter), sharf  (jual beli 

mata uang/valas), jual  beli salam ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli 

lainnya. Semua jenis jual beli ini halal, karena ia masuk dalam kategori jual beli yang 

dihalalkan Allah, dan tidak ada  jual beli yang haram kecuali terdapat nash dari Allah 

dan Rasulnya yang mengharamkannya. 

Ketiga, terdapat nash ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, di 

antaranya pernyataan Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm: “dan ketika seseorang 

memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: “belikanlah 

aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian”, kemudian orang tersebut 

                                                 
28 Ah Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di 

Indonesia. http://media.neliti.com.pdf ( 16 mei 2012), h. 71. 

http://media.neliti.com.pdf/
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mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan”. Namun 

demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak khiyar, jika 

barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad jual 

beli dan akadnya sah, sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk 

membatalkannya”. 

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i 

memperbolehkan transaksi Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ, dengan syarat pembeli 

atau nasabah memiliki hak khiyar, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan 

akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak khiyar, dengan demikian tidak terdapat 

janji yang mengikat kedua belah  pihak. 

Keempat, transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam 

tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, 

seperti riba,  penimbunan (ihtikâr ), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan 

transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara 

manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam 

muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat maslahah, maka sangat 

dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya 

akad istishna, padahal ia merupakan  jual beli/bai‘ al-ma’dûm (obyek tidak ada saat 

akad), karena adanya kebutuhan dan maslahah yang akan didapatkan, tidak 

menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 

Kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan 

untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah Islam datang untuk 

mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Banyak 

firman Allah yang menyatakan hal ini, di antaranya: “Allah hendak memberikan 

keringanan kepadamu” (An-Nisa ayat 28), dan Allah menghendaki kemudahan 
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bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (al-Baqarah ayat 185). Kehidupan 

manusia di zaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-

kemudahan. Akan tetapi maksud dari kemudahan di sini adalah menjaga 

kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh 

syara’.29 

2.2.3 Dasar Hukum Murabahah 

  Murabahah tidak mempunyai rujukan langsung dari al-Qur’an dan Hadist, 

yang hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang 

dirujuk untuk murabahah adalah nash al-Qur’an, Hadist maupun Ijma’yang berkaitan 

dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. 

Adapun referensinya antara lain sebagai berikut: 

2.2.3.1   Al-Qur’an 

  Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

 ُ  ُ  ُُ  ُُ ُُ  ُ    ُ

ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ  ُُ ُ  ُُ  ُُ

ُ  ُ ُُ ُ ُ   ُُ  ُ  ُ  ُُ ُ

   ُ ُُُ ُُُ  ُُُُ ُ ُ

ُُُ

Terjemahnya:   

Orang-orang yang makan (mengambil) ribaُ tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

                                                 
29 Ah Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di 

Indonesia. http://media.neliti.com.pdf ( 16 mei 2012), h. 72. 

http://media.neliti.com.pdf/
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(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.30 

  Firman Allah Q.S An-Nisa/4: 29. 

  ُ ُ ُُ ُ  ُ   ُ   ُُُُ ُ

ُ ُ ُُُ ُ  ُُُُ ُ ُ ُُ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.31 

 

2.2.3.2   Hadist 

  Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah 

ُثَُ ُقاَلَ: ُوَسَلَّمَ ُوَالِهِ ُعَليَْهِ ُالله  ُصَلَّى ُالنَّبيَِّ ُاجََُانََّ ُاِلىَ ُالَْبيَْع  ُالْبرََكَة : ُفِيْهِنَّ ,ُلاثٌَ ل 

ُلِلْبيَتُِْ ُباِلشَّعِيْرِ ُالْلب رَّ ُوَخَلْط  قاَرَضَة , ُآُوَلْم 

 لِلْبيَْعُِ)ُرواهُابنُماجهُعنُصهيب

Artinya: 

Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan 
yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga 
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk 
diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah).32 

2.2.3.3   Ijma’ 

  Dasar hukum murabahah menurut ijma’ para ulama adalah umat islam telah 

berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota 

masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh 

                                                 
30 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan ( Jakarta: PT. Sinergi 

Pustaka Indonesia, 2012), h. 58. 

31 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 107. 

32 Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah (CD Room Maktabah Syamilah), Juz 7, h. 68. 
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karena itu jua beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan 

demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.33 

2.2.4 Rukun dan syarat murabahah 

2.2.4.1   Rukun Murabahah 

 Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu: 

2.2.4.1.1  Para pihak (al-‘aqidaen); 

2.2.4.1.2  Pernyataan kehendak (sigat al-‘aqd); 

2.2.4.1.3  Objek akad (mahall al-‘aqd); 

2.2.4.1.4  Tujuan akad (maudu al-‘aqd)34 

2.2.4.2   Syarat Murabahah 

 Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu:s 

2.2.4.2.1  Tamyis (at-tamyiz); 

2.2.4.2.2  Berbilang pihak (ta’addud at-tarfain); 

2.2.4.2.3  Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradatain); 

2.2.4.2.4  Kesatuan majlis (ittihad at-tarfain) 

2.2.4.2.5  Objek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (wujud al-mal ‘inda al-‘aqd 

au al-qudrah ‘ala at-taslim); 

2.2.4.2.6  Objek dapat ditransaksikan (salahiyah al-mal li at-ta’amuli); 

2.2.4.2.7  Objek tertentu atau dapat ditentukan (at-ta’yin au qabiliyyah al-mahal li at-

ta’amuli); 

2.2.4.2.8  Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (‘adamu mukhalafah asy-

syar’i).35  

                                                 
33 Muhammad,  Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 23. 

34 Hufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 13. 
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 Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu 

disyaratkan beberapa hal, yaitu: 

2.2.4.2.1.1  Mengetahui harga pokok 

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui harga 

pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah 

jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual beli attauliyyah dan al-

wadhi’ah. 

2.2.4.2.1.2  Mengetahui keuntungan 

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena 

margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan 

mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. 

2.2.4.2.1.3 Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung atau 

ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan 

penjual yang pertama atau setelahnya.36 

 Menurut Syafi’i Antonio, syarat murabahah adalah: 

2.2.4.2.1.1.1  Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2.2.4.2.1.1.2  Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

2.2.4.2.1.1.3  Kontrak harus bebas dari riba. 

2.2.4.2.1.1.4  Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang   sesudah pembelian. 

2.2.4.2.1.1.5 Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat murabahah adalah: 

                                                                                                                                           
35 Hufron A. Mas’adi,  fiqih Muamalah Kontekstual, h. 13. 

 
36 Wahbah Az- Zuhaili, Fiqh Islam  Wa Adillatuh, h. 359. 
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2.2.4.2.1.1.1.1 Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak 

dalam   keadaan terpaksa 

2.2.4.2.1.1.1.2 Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan 

jenis maupun jumlahnya jelas 

2.2.4.2.1.1.1.3 Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan 

komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebut dengan jelas 

2.2.4.2.1.1.1.4 Pernyataan secara jelas (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan 

secara spesipik pihak-pihak yang berakad.37 

2.2.5 Jenis Murabahah 

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

2.2.5.1 Murabahah tanpa pesanan 

 Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang 

beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang 

pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya 

pesanan pembeli.38 

 Dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam jenis 

murabahah yang tanpa pesanan tersebut pihak penjual atau pihak perantara tetap 

menyediakan barang dagangan meskipun pihak pembeli tidak mempunyai pesanan. 

2.2.5.2 Murabahah berdasarkan pesanan 

 Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah (penjual) baru 

akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nsabah yang memesan 

barang sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, 

                                                 
37 Veithzal Rivai, Andria PermataVeithzal, Islamic Financial Manajemen (Jakarta; Raja 

Grafindo Persada, 2000), h. 146-147. 

38 Wiroso, Jual Beli Murabahah,  h. 38. 
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pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau 

pembeli barang tersebut. 

 Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi: 

2.2.5.2.1 murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila 

telah pesan maka nasabah (pembeli) harus membeli, dan  

2.2.5.3.2 murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, misalnya 

walaupun nasabah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat nasabah dapat 

menerima atau membatalkan barang tersebut.39 

2.3 Tinjauan Konseptual 

2.3.1 Pengertian Hukum Islam 

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 

agama Islam. Sebagai system hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci. Yang 

dimaksud adalah istilah-istilah seperti hokum, dan ahkam, syariah atau syariat fikih 

atau fiqh. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam 

pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan 

yang tumbuh dan berkembang dalam manyarakat maupun peraturan atau norma yang 

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.40 

 Makna syari’at adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang 

mempergunakan kata syari’ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) 

air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.  

                                                 
39 Wiroso, Jual Beli Murabahah,  h. 38. 

40 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009), h. 42. 
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 Kata syari’at ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak 

berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari’ah ini 

bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum. 

Syariat Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk 

ummat islam, baik dari Al-Qur’an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa 

perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Jika dilihat dari segi 

Ilmu Hukum Syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui 

Rasul-Nya yang wajib yang diikuti oleh orang Islam berdasarkan Imam yang 

berkaitan dengan akhlak, baik dengan hubungannya dengan Allah maupun dengan 

sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan atau 

dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu syariat 

terdapat dalam Al Qur’an dan dalam kitab-kitab hadits.41 

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum 

Allah bagi seluruh perbuatan manusia tentang halal, haram, makruh, sunnah dan 

mubah pengertian inilah yang kita kenal  ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah 

undang-undang.  

Adapun sumber-sumber hukum Islam yakni :  

2.3.1.1 Al qur’an 

Kitab suci yang diturunkan kepada ummat muslim sebagai petunjuk 

dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani 

kehidupan.42 

2.3.1.2 Al Hadis  

                                                 
41Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 42. 

42Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 70. 
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Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan 

persetujuan Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna dari hukum yang 

terdapat dari Al qur’an.43 

 

2.3.1.3 Ijma’ para ulama 

Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan 

hukum syarak) sesudah zaman Nabi Saw.44 Dalam menentukan kesimpulan 

dari suatu hukum yang berlandaskan dari Al Qur’an dan hadist atau akal 

fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktiar dengan 

seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum 

yang fundamental.45 

2.3.1.4 Qiyas 

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada 

pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, 

bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi 

sama.46 

2.3.1.5 Ijtihad 

Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan 

oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu 

perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat 

menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.  

                                                 
43 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 86. 

44 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Edisi.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 16. 

45 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 99-100. 

46 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 107. 
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2.3.2 Murabahah 

Ibnu Rusyd mendefinisikan murabahah adalah jual beli dimana penjual 

menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu 

margin keuntungan kepada pembeli. 

Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah adalah menjual dengan harga asal 

ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.47 

2.3.3 Sistem 

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan 

yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum 

misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen 

kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu 

negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada 

dinegara tersebut. 

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam 

forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan 

pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian 

yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan 

di antara mereka.48 

2.3.3 Analisis 

Dalam linguistik, analisis atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan 

terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. 

Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisis atau analisis dapat juga berarti 

kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam 

                                                 
47 Muhamad,  Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, h. 23. 

48 https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem diakses 24 januari 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
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cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisis atau analisis 

mendapat sorotan dari kalangan akademisis, terutama kalangan ahli bahasa. 

Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis 

merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu analisys. Dari akhiran -isys 

bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Jadi sudah seharusnya bagi kita 

untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang 

baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.49 

2.4.   Keranga Pikir 

Dalam kehidupan masyarakat setempat berdagang merupakan salah satu 

sektor yang masih potensial untuk dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, berdagang juga menjadi 

sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam 

menjalankan sistem kerja sama yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli 

yang disertai sistem bagi hasil yang dimana dalam Islam di istilahkan sebagai akad 

murabahah, namun dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut mengenai sistem kerja sama 

yang dilakukan masyarakat setempat apakah sesuai dengan sistem murabahah yang 

sesungguhnya atau terjadi penyimpangan di dalamnya, maka dari itu butuh penelitian 

lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat  bagan 

di bawa ini.  

 

 

 

 

 

                                                 
49 https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis diakses 24 januari 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis
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Tinjauan hukum Islam terhadap sistem murabahah. Maksud dari judul tersebut 

adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem murabahah yang 

diterapkan pada para pedagang Pasar Sentral Rappang apakah sesuai dengan sistem 

murabahah yang sebenarnya yang sesuai dalam Islam atau terdapat permasalahan-

permasalahan yang membuat akad Murabahah yang dijalankan tidak sesuai dalam 

hukum Islam. Hukum Islam berarti suatu aturan yang diterapkan dan berkaitan 

dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah 

tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal untuk mengatur pergaulan 

hidup manusia. Yang  dimaksud dengan sistem dalam hal ini adalah semua rankaian 

pelaksanaan mulai dari awal akad hingga bagi hasil yang diterapkan. Kewajiban bagi 

salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya. Adapun yang 

dimaksud murabahah dalam hal ini adalah kerjasama antara penjual dan pembeli 

dengan ketentuan keuntungan yang telah disepakati bersama. 

Pedagang Pasar 
Sentral Rappang 

Pembeli Penjual 

Sistem 
Murabahah 

Rukun Syarat Tinjauan 
Hukum Islam 

Tidak Sesuai Sesuai 
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Jadi dapat di simpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah menyelidiki 

fenomena sistem kerjasama murabahah yang dilakukan di Pasar Sentral Rappang 

dengan menilai dari ketentuan-ketentuan yang di berlakukan para pedagang dalam 

menjaling suatu kerjasama pada transaksi jual beli sehingga nantinya akan di 

konfersikan ke dalam hukum Islam mengenai fenomena kerja sama yang terjadi di 

Pasar Sentral Rappang apakah ketentuan-ketentuan yang dijalankan di dalamnya 

sesuai dengan hukum Islam atau terjadi penyimpangan sehingga terjadi ketidak 

sesuaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

 

BAB III 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam peyusunan proposal ini merujuk 

pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh 

STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode 

penelitian pada buku tersebut meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data.50 

3.1 Jenis Penelitian  

Jika di lihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana 

penelitian ini berdasarkan data lapangan yaitu informasi-informasi mengenai fakta-

fakta yang terjadi di masyarakat menganai akad jual beli murabahah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti 

menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama 

mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami 

apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan 

mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga 

peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

Ketiga metode ini lebih dapat menyesuiakan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.51 

                                                 
50 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi 

(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34. 

51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 5. 
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Sedangkan  metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak 

membutuhkan popolasi dan sampel.52 Jadi penelitian ini akan menganalisis akad jual 

beli yang diterapkan masyarakat setempat. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, 

mengenai sistem murabahah yang di lakukan masyarakat setempat. Adapun waktu 

yang di butuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah ± 2 bulan.  

3.3 Fokus penenlitian  

  Adapun fokus penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengkaji sistem 

murabahah yang dilakukan oleh pedagang pasar sentral Rappang Kabupaten Sidrap, 

mulai dari akad hingga bagi hasil keuntungan yang di terapkan pada para pedagang, 

kemudian akan di sesuaikan dengan sistem murabahah sebenarnya sesuai dengan 

sistem murabahah dalam Islam. 

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan 

Adapun sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 

tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier; 

3.4.1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi kemudian di olah oleh peneliti.53 Adapun data primer dari penelitian ini 

adalah wawancara lansung kepada masyarakat yang menerapkan akad jual 

beli murabahah tersebut. 

                                                 
52 Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105. 

53 Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum ,  h. 106. 
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3.4.2 Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. 54 

Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku 

hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai akad jual beli 

murabahah. 

3.4.3 Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi Islam. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.5.1 Observasi (Pengamatan)  

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 55 

penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat gejala-

gejala mengenai akad jual beli murabahah.  

3.5.2 Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

lansung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 56 Dalam penelitian 

ini, peneliti akan secara lansung mewawancarai orang yang lansung 

menerapkan akad jual beli murabahah.  

                                                 
54 Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum ,  h. 107. 

55 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metode Penelitian  (Cet. XI; Jakarta:Bumi Aksara, 

2010), h. 70. 

56 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metode Penelitian,  h. 83. 
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3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan 

yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.  

3.6 Teknik Analisis Data  

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga 

berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data 

yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya 

dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif57, yaitu menggambarkan 

secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh 

adalah teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi ini lebih banyak menggunakan metode 

alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan 

sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi 

yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan 

wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan 

informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.58 Adapun tahapan 

dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut ; 

                                                 
57 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian  (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 

2003),  h. 65. 

58 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,  2013),  h. 203. 
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3.6.1 Setelah itu, peneliti melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada 

data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil 

observasi tersebut. 

3.6.2 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari 

informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan 

bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi 

keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan 

observasi tersebut. 

3.6.3 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang 

kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang 

tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Keadaan geografis  

Kota Sidrap merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang dikenal 

sebagai kota beras karena wilayah kota Sidrap sebagian besar adalah sawah. Kota 

sidrap memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur transportasi darat. Luas 

Kabupaten Sidrap 2.506,19 km2 yang secara geografis terletak antara 30°43’ – 40°09’  

Lintang Selatan dan 119°041’ – 120°010’ Bujur Timur. Terdiri dari 11 kecamatan 

dan 105 ( seratus lima ) kelurahan dan desa, yang secara administrasi memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Madya 

Parepare 

- Sebelah Selatan Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan 

Kabupaten Barru 

4.1.2 Administrasi 

Luas wilayah Kabupaten Sidrap secara administrasi adalah 1.883,25 km2 

terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa dan kelurahan. Berdasarkan luas wilayah dari 

masing-masing kecamatan Kota Sidrap, menujukkan bahwa wilayah kecamatan 

terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas kurang lebih 84.447  Km2, 

sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Panca 

Rijang dengan luas wilayah kurang lebih 3.402 km2  
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Sidenreng Rappang atau disingkat Sidrap juga dikenal dengan sebutan bumi 

Nene’ Mallomo. Nama ini diambil dari seorang Cendekiawan yang diyakini pernah 

hidup di Kerajaan Sidenreng di masa pemerintahan La Patirio Addatuan Sidenreng 

VII. Nene’ Mallomo adalah penasehat utama Addatuang dalam hukum dan 

pemerintahan. Ia dikenang karena kecendekiawannya dalam merumuskan hukum 

ketatanegaraan dan kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Secara garis besar 

masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas suku bugis.  

4.1.3 Sumber Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sidrap 

Hasil pertanian dari daerah pertanian Sidrap adalah biji kacang mete, biji 

kakao, jagung, rempah-rempah, serta padi. Wilayah pertanian Sidrap tergolong luas, 

karena lahan yang sangat memadai di karenakan lahannya yang datar. Akan tetapi 

sebagian kecil wilayah kabupaten Sidrap adalah bebukitan. 

Banyak penduduk di daerah pebukitan beternak ayam potong dan ayam 

petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk mengembala 

kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang Danau Sidenreng banyak yang 

berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau mancing 

masih sangat berlimpah dan segar. 

Salah satu pasar sentral yang ada di Kabupaten Sidrap yang ramai dikunjungi 

oleh para pedagang, baik yang berasal dari Kabupaten Sidrap maupun yang berasal 

dari daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan adalah Pasar Sentral 

Rappang. Pasar Sentral Rappang ini merupakan salah satu pasar terbesar di 

Kabupaten Sidrap selain Pasar Sentral Pangkajene dan Pasar Sentral Tanru Tedong. 

Secara geografis Pasar Sentral Rappang berada di wilayah kelurahan Rappang 

Kecamatan Panca Rijang, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Barat  : Persawahan 
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 Sebelah Timur  : Toko Cahaya Manis 

 Sebelah Selatan  : Sirkuit RMS 

 Sebelah Utara   : Kecamatan Kulo 

Pasar Sentral Rappang merupakan tempat belanja yang sangat digemari 

karena pasar ini hanya terbuka tiga hari dalam seminggu yakni Selasa, Jumat, dan 

Minggu di hari tersebut selalu dipadati pengunjung, baik dari luar daerah seperti 

Kabupaten Pinrang, Enrekang, dan Wajo. Mereka sengaja datang ke pasar ini untuk 

membeli berbagai keperluan sehari-hari, terutama kebutuhan sandang seperti sepatu, 

kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju, jaket, jas, selimut, tas, dompet, bahkan pakaian 

dalam dengan berbagai merek terkenal dari luar negeri. 

Namun yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah para pedagang atau 

penjual di Pasar Sentral Rappang tersebut tentang akad murabahah yang dilakukan. 

4.1.4. Prinsip Jual Beli Murabahah 

4.1.1.1.    Prinsip jual beli murabahah di Pasar Sentral Rappang 

Dalam prinsip jual beli tersebut biasanya akan terjadi sebuah kesepakatan 

antara dua pihak untuk melakukan pertukaran barang yang dimilikinya. Sehingga 

kadang kala terjadi informasi yang tidak sinetris antara pembeli dengan penjual dan 

keuntungan akan bertumpu pada salah satu pihak. Bagaimana konsep murabahah 

akan menjadi karakter jual beli yang berbeda dengan konsep jual beli pada sistem 

ekonomi yang lain yang bebas nilai ?  

Ketika terjadi penjualan barang kepada pembeli, maka penjual wajib 

mengungkapkan harga perolehan barang yang dijualnya tersebut. Karena harga jual 

murabahah adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 

Sehingga yang menjadi penguatan dalam sistem ini adalah keuntungan yang akan di 

ambil oleh penjual adalah juga diketahui oleh pembelinya. Tidak seperti di 
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konvensional yang ketika terjadi penjualan yang tahu akan harga pokok penjualan 

dan keuntungan kotor yang dimiliki penjual hanyalah sang penjual. 

Hal tersebut tergambar dalam jumlahnya 

Kas         xxx 

 Persediaan murabahah    xxx 

 Margin murabahah     xxx 

 

Atau jika dibeli secara tidak tunai, jurnalnya adalah sebagai berikut: 

Piutang       xxx 

 Persediaan murabahah    xxx 

 Margin murabahah tangguhan   xxx 

 

 Adapun jika barang tersebut diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka 

harga perolehan atas barang yang dijual tersebut harus juga di informasikan kepada 

pembelinya. Sehingga tidak ada asymetri informasi dari kedua belah pihak. 

Disamping itu juga prinsip kesetaraan dalam sebuah transaksi bisnis akan tercapai, 

karena tidak ada lagi yang akan mengeksploitasi satu pihak dengan yang lain.  

4.1.1.2.Pembeli akhir akan mencatat barang yang dibelinya dengan model pencatatan 

sebagai berikut: 

Aset murabahah     xx 

Biaya murabahah     xx 

Kas       xx 

Menurut PSAK 102 paragraf 32 jika pembelinya secara kredit, maka aset yang 

diperoleh melalui transaksi murabahah tunai. Selisih antara harga beli dengan biaya 

perolehan diakui sebagai beban murabahah tangguhan. 
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Aset murabahah      xx 

Biaya murabahah tangguhan    xx 

Utang murabahah      xx 

 Berdasarkan pencatatan tersebut di atas, pembeli tidak hanya mencatat 

besaran harga perolehan atas barang yang dibelinya. Akan tetapi secara 

transparansinya akan lebih baik, karena pembeli juga tahu berapa margin yang di 

ambil oleh supliyernya. Karena margin juga harus disepakati antara kedua belah 

pihak dan hal tersebut akan dicatat sebagai beban oleh pembelinya.  

4.1.1.3.Tantangan dan peluang penerapan akad murabahah untuk entitas non lembaga 

keuangan adalah sebagai berikut: 

4.1.1.3.1. Tantangan 

4.1.1.3.1.1. Akad murabahah mengandung dimensi kejujuran bagi para pelakunya, 

baik itu untuk penjual ataupun pembeli. Sehingga akan sangat berat 

untuk menemukan pedagang ataupun pembeli yang secara sukarela akan 

menggunakan akad ini. Karena belum ada aturan baku untuk lembaga 

non keuangan yang menginginkan transaksinya berlandaskan syariah. 

4.1.1.3.1.2. Harus adanya dewan pengawas syariah akan menjadi sesuatu hal yang 

akan sedikit merepotkan bagi para pedagang. Meskipun hal ini 

sebenarnya bisa dilakukan dengan menerapkan pola audit produk halal 

seperti yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI dalam stndarisasi 

produk halalnya. 

4.1.1.3.1.3. Jika jaringan distribusi barang memiliki rantai distribusi yang cukup 

panjang untuk sampai ke tangan pembeli akhir, sedangkan masing-

masing bagian dari distribusi tersebut akan mengambil margin maka hal 
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ini akan menibulkan permasalahan dalam penilaian biaya 

murabahahnya. 

4.1.1.3.1.4. Adanya kewajiban emiten untuk mengungkapkan laporan keuangannya 

dalam bentuk penyajian dan mengungkapkan laporan keuangan yang 

juga harus mengikuti syariah. 

4.1.1.3.2. Peluang  

4.4.1.2.2.1. Perdagangan adalah sebuah kegiatan bisnis yang tertua di dunia, karena 

prinsip pertukaran barang telah ada sejak jaman dahulu kala, yang 

kemudian terus berkembang adalah alat tukarnya yang tidak lagi berupa 

barang akan tetapi uang yang berkembang tidak hanya uang kartal akan 

tetapi juga uang giral. Maka kemungkinan untuk diterapkan akan sangat 

besar. 

4.4.1.2.2.2. Pola perdagangan dengan konsep murabahah ini akan mendorong 

terbentuknya sinergi antara penjual dan pembeli. Sehingga tidak akan 

ada kesan lagi bahwa syariah hanya merubah bentuk dari yang tadinya 

konvensional manjadi kegiatan bisnis yang banyak menggunakan istilah 

arab yang tidak berkrakter. 

4.4.1.2.2.3. Mendorong umat islam khusunya untuk lebih menjalankan ajaran 

agamanya secara kaffah dan tidak lagi akad tersebut menjadi monopoli 

lembaga keuangan. Selain itu akan memperkuat jawaban kepada 

masyarakat khusunya bagi yang ingin malakukan kegiatan ekonominya 

berdasarkan islam, instrumen pendukung pelaksanaan bisnis tersebut 

telah sangat cukup berkembang dengan baik. 

4.4.1.2.2.4. Sektor keuangan dan sektor riil akan bersinergi dengan baik, karena 

bank atau lembaga keuangan lainnya yang biasanya ketika terjadi akad 
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murabahah mewakalahkan pembelinya dan berkembang akad wakalah 

murabahah. Maka dengan digunakannya akad murabahah juga diluar 

lembaga keuangan akan menjadikan konsistensi penerapan akad-akad 

syariah di entitas-entitas ekonomi akan lebih berjalan dengan baik. 

4.2. Praktek Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang 

4.2.1. Penentuan Harga dan Tawar Menawar Sistem Murabahah di Pasar Sentral 

Rappang 

 Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang. 

Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang 

atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu 

produk barang atau jasa. 

 Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan 

berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan 

konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan 

harga tersebut. 

 Penetapan atau penentuan harga yang dilakukan oleh para pedagang dan 

pembeli dengan cara tawar menawar terlebih dahulu untuk menentukan harga yang 

pas dan margin keuntungan untuk keduanya. Untuk penentuan harga barang itu 

sendiri ada yang dilakukan dengan cara di bayar kredit ada pula kontan. Jika kedua 

belah pihak telah bersepakat dengan keuntungan tersebut maka selanjutnya 

penyerahan barang pihak pedagang ke pihak pembeli. 

 Seperti yang terjadi pada penjual ayam yang ada di Pasar Sentral Rappang. 

Mereka terlebih dahulu membicarakan harga barang tersebut kemudian melakukan 

tawar menawar terhadap barang tersebut. Setelah melakukan proses tawar menawar 
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pedagang dan pembeli menentukan keuntungan yang disepakati. Hal itu disampaikan 

oleh Hj. Ecce penjual ayam yang ada di Pasar Sentral Rappang: 

 “ saya menjual ayam saya dengan harga 40 ribu per ekornya yang saya beli di 
pemasok ayam dengan harga 30 ribu per ekornya. Akan tetapi jika pesanan 
banyak seperti halnya acara pengantin, akikah, dan acara-acara lain. Mereka 
datang sama saya untuk menawar harga ayam tersebut. Biasanya para pembeli 
bertanya harga per ekornya berapa aji? Saya jawab 40 ribu bu. Kemudian 
pembeli menawar dengan harga 35 ribu per ekornya. “Meloka melli manu aji 
5 losi tapi 35 sebbu melo welliangngi siddi manu aji”. Karena banyak yang 
ingin dia beli saya kasi harga segitu. Saro-saro cedde ma tu kasi 5 sebbu mi 
rupiah tapi mega melo telli jadi lao pabbeli ki, “jawab Aji Ecce”.59 

 Dari pernyataan tersebut di atas, menurut penulis adanya transaksi jual beli 

dengan akad murabahah dimana keduanya telah menentukan keuntungan, meskipun 

keuntungan tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan cara tawar menawar.  

 Tentang proses tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, 

penawaran biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena salah sudah 

merupakan suatu realitas yang tidak terbentahkan seorang penjual menginginkan 

barang yang dijualnya dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara si pembeli 

menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk itu, ada proses tawar 

menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga. 

4.2.2.    Diskon Dalam Sistem Murabahah di Pasar Sentral Rappang 

 Diskon disebut juga rabat. Para pedagang biasa menyebutnya korting. Dalam 

kamus bahasa Indonesia, diskon berarti potongan harga. Diskon seringkali digunakan 

oleh penjual untuk menarik pembeli agar membeli produk yang ditawarkan. 

4.2.2.1.    Diskon Penjual terhadap Pembeli di Pasar Sentral Rappang 

 Penjual adalah seorang produsen yang melakukan usaha untuk menjajakan 

barang/jasa untuk di jual. Produsen atau penjual dalam mensosialisasikan produk 

                                                 
59 Hj. Ecce, Penjual Ayam Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 10 September 2017. 
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diskon selalu dirancang sedemikian rupa supaya banyak pembeli dapat melihatnya. 

Seperti halnya Bu Yuli memberikan diskon kepada pembeli terhadap baju yang 

dijualnya.  

 “ baju yang saya jual kebanyakan baju kaos anak muda yang saya datangkan 
dari Surabaya, baju kaos tersebut saya belikan dengan harga 30 ribu perbijinya 
jadi saya jualkan dengan harga 40 ribu disini. Biasanya pembeli menawar 30 
ribu perlembar jadi saya terangkan harga modal baju tersebut ditambah 
ongkos kirimnya plus keuntungan saya dalam perlembarnya. Akan tetapi 
kalau pembeli membeli tiga lembar saya kasi dengan harga 35 ribu bahkan 
100 ribu 3 lembar.60 

 Dari pernyataan tersebut di atas, menurut penulis adanya transaksi jual beli 

dengan akad murabahah dimana keduanya telah menentukan keuntungan di tambah 

potongan harga terhadap harga tersebut, meskipun keuntungan tersebut terlebih 

dahulu dilakukan dengan cara tawar menawar dan proses penjelasan harga modal 

barang. 

Menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan 

pedagang di Pasar Sentral Rappang, diperoleh data sebagai berikut : 

4.2.3.    Objek/barang yang diperjualbelikan di Pasar Sentral Rappang 

Secara umum dapat digambarkan penjual di Pasar Sentral Rappang sebagian 

besar pedagang lama, sehingga mereka dalam melakukan tata cara pengaturan  

tempatnya cukup baik. Terbukti, ada yang menggunakan meja sebagai tempat untuk 

meletakkan barang dagangannya misalnya penjual kue, pedagang campuran, pakaian, 

dan lain-lain. Adapula yang menggunakan dengan cara digantung agar mudah dilihat 

oleh para pembeli. 

Barang yang diperjualbelikan di Pasar Sentral Rappang dikelompokkan dalam 

beberapa bagian misalnya penjual pakaian mengelompokkan barang lama dengan 

baru, penjual kue memisahkan jenis kue yang dijual, penjual sayur, tomat, bawang 

                                                 
60 Yuli, Penjual Baju Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 10 September 2017. 
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dan sebagainya dipisahkan dari kualitas terbaik sampai kualitas terbawa. Barang 

dagangan seperti pakaian didatangkan dari Pasar Tanah Abang Jakarta, Pasar Sentral 

Butung Makassar, dan para penjahit. Barang campuran didapatkan dari ekspedisi 

barang. Penjual kue kebanyakan buatan sendiri dan adapula yang didatangkan dari 

pembuat kue yang ada di sekitaran Rappang. Sedangkan penjual barang tanian 

didatangkan dari para petani. 

Akan tetapi meskipun dikatakan barang lama dan barang kualitas bawah 

bukan berarti ada unsur cacat yang terdapat pada barang-barang tersebut. Yusuf salah 

seorang pedagang mengatakan: 

“barang yang saya jual sebisa mungkin setelah saya datangkan dari Pasar 
Sentral Butung dan Surabaya diperiksa dulu sebelum saya jual, karena jangan 
sampai ada yang rusak seperti robek, kancingnya tidak ada, sama resnya yang 
rusak. Kalau ada, barang tersebut saya kembalikan untuk ditukar akan tetapi 
kadang juga saya perbaiki sendiri. Jadi barang saya jual dijamin tidak ada 
yang cacat karena kepuasaan pelanggang yang saya harapkan dan kerjasama 
dengan para pembeli.”61 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Norma dan Masita: 

 “saya tidak menjual barang yang cacat, karena tidak enak ki juga kalau ada 
pembeli dapat barang ta yang cacat. Jadi, kalau ada yang saya dapat akan 
ditukar kembali pada saat akan mengambil barang di Jakarta dan Makassar. 
Dan kalaupun ada barang yang cacat ditemukan oleh pembeli maka barang 
tersebut bisa ditukar, selama masih ada catnya terpasang. Bisa juga ditukar 
kembali kalau ada pembeli yang merasa tidak cocok dengan barangnya, 
selama ada kesepakatan dilakukan.62 

 Selain dari penjual pakaian yang saya wawancarai adapula penjual kue, telur, 

ayam, bawang, penjual barang campuran yang saya wawancarai. Seperti hal yang 

dikatakan Hj. Dandi penjual kue yang ada di Pasar Sentral Rappang: 

 “ iya lao balukeng mi beppa na tau e dik, saro-saro cedde mi kasi 100 rupiah 
perbijinna. Kecuali engka pesanan beppaku nappaka mabbicara sibawa 
pengellikku masalah untunna, biasanna iyako 100 ribu rupiah pesanan lao 
kurangi moi untungku maderri ni millao diskon pengelli e jadi lao neng diskon 

                                                 
61 Muh. Yusuf, Penjual Baju Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 20 Agustus 2017. 

62 Norma, Penjual Baju Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 20 Agustus 2017. 
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yang penting engka isaro cedde. Iyako cocok ni harga e nappa lao podang 
pakkibua beppa e.63 

 Selain dari hasil wawancara dari Hj. Dandi saya juga telah mewancarai 

penjual telur P. Sennang yang mengatakan: 

 “ saya sebenarnya hanya menjual telur perbiji di Pasar Sentral Rappang, telur 
yang saya dapatkan dari pemelihara ayam petelur di dekat rumah saya. Harga 
dalam satu raknya 33 ribu akan tetapi saya jual biasanya 5 ribu per empat 
bijinya. Akan tetapi, jika pembeli meminta banyak saya hanya memberikan 
dengan harga 34 ribu dalam satu rak sebelumnya itu kami telah melakukan 
tawar menawar harga dan kesepakatan keuntungan, karena pembeli saya 
setiap hari pasar di Pasar Sentral Rappang datang. Kebanyakan pembeli saya 
adalah para pembuat kue.”64 

 Kemudian saya mewancarai Rahma dan Hj. Ilang penjual bawang dan penjual 

sayuran yang berdekatan yang mengatakan: 

“ barang yang saya bawa ke pasar ini sebagian besar pesanan langganan saya, 
dan pesanan yang saya bawa semua sesuai dengan pesanannya masing-masing 
ada yang pesan kualitas terbaik sampai kualitas terendah. Akan tetapi, 
sebelumnya itu kami melakukan tawar menawar harga untuk mencari 
kecocokan. Kalau sudah cocok baru saya bawa pesanannya ke pasar ini. Saya 
tidak mau untung banyak karena saya tidak mau kehilangan pelanggan. 
Prinsip saya lebih baik untung kecil daripada kehilangan pelanggang daripada 
untung banyak tapi semua pelanggan pada pindah ke orang lain.”65 

 Dari pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa pedagang di Pasar 

Sentral Rappang berupaya mungkin dalam barang jualannya tidak terdapat barang 

yang cacat dan pembeli bisa mengembalikan jika barangnya cacat dengan syarat 

ditukar dengan barang lain yang mempunyai nilai yang sama. Bahkan para pedagang 

sangat memerhatikan kepuasaan para pembeli agar mereka tetap kembali apabila 

merasa puas dengan apa yang mereka beli. Hal ini telah diungkapkan oleh seorang 

pembeli Mas Amin: 

 “ saya sudah lama berlangganang dengan Ibu Rahmah dan saya sangat puas 
bisa berlangganang dengan beliau karena setiap kali saya pesan barang sama 

                                                 
63 Hj. Dandi, Penjual Kue Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 03 September 2017. 

64 P. Sennang, Penjual Telur Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 05 September 2017. 

65 Rahma, Penjual Sayuran Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 08 September 2017. 
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dia seperti bawang, kol, kentang, dan sebagainya semua sesuai dengan 
keinginan saya semuanya kualitas terbaik dan memberikanku juga bonus. 
Beliau sangat jujur dalam menjual, takaran dan keuntungan yang kami 
bicarakan sesuai dengan kesepakatan kami. Terlebih lagi di Ibu Rahma, saya 
dapat berutang kalau saya tidak punya uang dan saya berjanji untuk 
membayarnya kalau barang dagangan saya sudah laku .”66 

 Dari pernyataan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pihak penjual dan 

pembeli terjadi pembayaran secara tunai, yang dimana pembayaran secara tunai dapat 

dilakukan apabila pihak pembeli mempunyai cukup uang untuk membayar barang 

yang di beli. Akan tetapi, apabila pihak pembeli tidak sanggup untuk membayar 

semua barang yang di beli pihak pembeli dapat membayar utang tersebut secara 

berkala atau berutang kepada pihak penjual yang di bayar setelah barang dagangan 

pembeli sudah terjual    

4.2.4.    Penyerahan Barang dan Alat Bukti Penyerahan 

 Akad jual beli telah menjadi sarana pertukaran barang antara penjual dan 

pembeli. Penjual mendapatkan uang pembayaran dan pembeli mendapatkan barang. 

Sebaliknya pembelian dapat memanfaatkan barang pembelinya. 

 Hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perniagaan, biasanya 

diungkapkan dengan rangkaian kata-kata yang disebut dengan ijab dan qabul. Ijab 

Qabul tersebut berfungsi untuk mengekpresikan akan maksud dan keinginan kedua 

belah pihak.67 

 Dalam proses jual beli, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang 

sudah dibeli oleh pembeli tentunya dengan tepat waktu dan di suatu tempat yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

                                                 
66 Mas Amin, Pemilik Warung Makanan di Baranti, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Rappang, 08 September 2017. 
67 Muhammad Arifin Badri, “Ijab dan Qabul”, http://pengusahamuslim.com, (11 Oktober 

2014). 

http://pengusahamuslim.com/
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 Dilihat dari waktunya, penyarahan barang yang dijual dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Seketika, maksudnya barang yang ditawarkan dapat diserahkan pada waktu itu 

karena sudah tersedia. 

2. Penyerahan barang kemudian, yaitu penyerahan barang yang dijual beberapa 

waktu setelah barang dibayar oleh pembeli. Barang tersebut mungkin karena 

belum selesai dibuat atau mungkin karena masih dalam perjalanan angkutan. 

3. Penyerahan barang terlebih dahulu, yaitu penyerahan barang dilakukan oleh 

penjual pada waktu pembeli belum membayar.68 

 Mayoritas pedagang di Pasar Sentral Rappang melakukan penyerahan barang 

setelah dilakukannya ijab qabul, artinya setelah ada kesepakatan maka barangnya 

langsung diserahkan kepada pembeli begitupun sebaliknya pembeli menyerahkan 

uang pembayaran kepada penjual sesuai dengan nilai barang tersebut.  

4.2.5.    Kesepakatan Sistem Murabahah di Pasar Sentral Rappang 

  Kesepakatan merupakan suatu hal yang terbentuk dari rangkaian proses-

proses yang bisa saja termasuk ke dalam suatu perundingan maupun suatu pemikiran-

pemikiran yang matang terhadap suatu hal-hal yang berkaitan, dan hal tersebut telah 

direncanakan serta disetujui oleh beberapa orang yang terkait untuk memperoleh hasil 

yang ingin dicapai. 

 Kesepakatan itu terjadi di Pasar Sentral Rappang antara pihak penjual dan 

pembeli. Ada dua kesepakatan yang dilakukan pihak penjual dan pembeli diantaranya 

kesepakatan tertulis dan kesepakatan lisan. 

                                                 
68 Galeri Pustaka, “Syarat Pembayaran dan Penyerahan Barang”, www.galeripustaka.com , 

(11 Oktober 2014). 
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 Dari kedua kesepakatan di atas, kesepakatan tertulis dapat dilakukan oleh 

pedagang Pasar Sentral Rappang dengan pihak pembeli apabila barang dijual tersebut 

pembayarannya diansur sebanyak tiga kali ke atas. Akan tetapi, kesepakatan secara 

lisan antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak dituliskannya apabila barang yang 

dijual di ansur hanya dua kali.   

4.3. Analisis Hukum Islam Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli di 

Pasar Sentral Rappang 

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-

pilahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi 

dalam tatanan sosial, Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang 

saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pasar sebagai pusat perniagaan pasar merupakan limpahan dan luapan hasil 

pertanian, peternakan, kerajinan, perikanan bahkan hasil perindustrian dan hampir 

semua produk yang dihasilkan pedesaan dan perkotaan. Untuk itulah pasar seakan 

tidak pernah sepi dari manusia sebagai salah satu bentuk interaksi dan komunikasi. 

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya 

kepada orang lain, Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 2. 

ُ ُ ُُ   ُ ُُُ ُ  ُ ُ  ُ ُ

  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ ُُ  ُُ  ُ

  ُ ُُ ُ   ُ ُ ُ ُ ُُ  ُ

   ُ ُ ُُ  ُ ُ ُ ُُ ُ  ُ ُ   ُ

  ُُ  ُُُ ُُ ُُُُُُ

Terjemahan: 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.69 

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama islam dengan 

seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala 

usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan 

Allah SWT, dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapatkan 

kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan Hadis Rasulullah yang 

berbunyi: 

ُالْحَطَاب,ُقاَلَُرَس وْلُ  ُبْن  ماُاللهُِصَلَّىُالله ُعَليَْهُوَُسَلَّمُ:ُاِنَُُّعَنُْع مَر 

 الأَُعْمَل ىُباِنيِّةَُِ

 
Artinya: 

 “ sesungguhnya setiap perbuatan didasarkan niatnya. 

Rasulullah saw menjelaskan dengan kalimat pertama, bahwa tiada satu yang 

dilakukan kecuali disertai dengan niat, oleh karena itu tidaklah ada satu amalanpun 

disertai dengan niatnya. Kemudian rasulullah saw menjelaskan pada kalimat kedua, 

bahwa pelaku amalan tidaklah akan mendapatkan  sesuatu dari amalannya tersebut 

selain apa yang telah ia makan. Dan ini mencakup amalan ibadah, muamalah, 

sumpah, nazar, dan seluruh macam transaksi dan amalan. 

                                                 
69 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 149. 
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Dari hadis di atas dapat dijadikan dasar bahwa dalam proses jual beli tidaklah 

terlepas dari niat seseorang dalam mentasarrufkan hartanya, khususnya dalam hal ini 

jual beli di Pasar Sentral Rappang. 

4.3.1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga dan Proses Tawar 

Menawar 

Akad jual beli menjadi sarana pertukaran barang antara penjual dan pembeli. 

Penjual mendapatkan pembayaran dan pembeli mendapatkan barang. Sebagai 

konsekuensinya, penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya, dan 

sebaliknya pembeli dapat memanfaatkan barang pembeliannya. Demikianlah 

ketentuan asal pada setiap akad jual beli. 

Dengan demikian, agar bertindak sesuai dengan kewenangan tanpa melanggar 

aturan dan hukum Syari’at. Seperti halnya yang marak di Pasar Sentral Rappang 

Transaksi Jual Beli Murabahah, yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pedagang menjual jualannya dengan dua harga, padahal secara tekstual Rasulullah 

saw. Melarang praktik seperti ini sesuai dengan sabda beliau: 

ُابَيِ ُعَنْ ُعَمْرو, ُبْنِ د  حَمَّ ُم  ُعَنْ ُزَكَرِيَّا, ُبنِْ ُيحَْيَ ُعَنْ ُشَيْبَ, ُابَىِ ُبكَْرِبْن  ُابَ وْ ُحَدَّثنَاَ

ُاللهُصُمُمَنُْبَُه رَيْرَرَةَُقَُ يْعةَُِعَُبيَْعتَيَنُِْفيُِبُِالَُرَس ول 

ُباَُ)رواهُابوُداود( اوَُكَسَه مَاُاوَُالرَّ  فلَهَُ 

 
Artinya: 

“ dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersanda, “barang siapa yang 
menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada 
kerugian ada kerugian atau riba. ( riwayat Abu daud ). 

Untuk itu perlu pembahasan yang mendalam untuk memahami hadis tersebut 

apakah secara kontekstual bertentangan dengan praktik yang terjadi di Pasar Sentral 

Rappang tentang Jual Beli Murabahah. 
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Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang pelarangan jual beli dua jenis 

penjualan dalam satu akad jual beli karena adanya unsur kesamaran dan unsur riba. 

Ini digambarkan dalam kalimat ُُ بيَْعتَيَْنُِفيُِبِيْعةَ  , maka dari kalimat tersebut menurut 

Imam Syafi’i, pertama, ketika seseorang menawarkan berkata: “ saya menjual barang 

ini seharga dua ribu dengan pembayaran ansuran atau berharga seribu dengan 

pembayaran tunai dan kamu boleh membeli barang ini dengan mana-mana harga 

yang kamu sukai dengan berdasarkan tawaran tadi.” Jual beli ini dikategorikan jual 

beli fasid karena memuatkan unsur kesamaran dan unsur tidak jelas.  

Kedua, menurut Imam Syafi’i jual beli ini dilakukan oleh seseorang dengan 

berkata : “aku menjual hambaku kepadamu dengan syarat kamu manjual kudamu 

kepadaku.” 

Alasan pelarangan pada transaksi pertama, karena transaksi itu mengandung 

gharar yang disebabkan oleh ketidak jelasan mengenai jumlah harga, dimana pembeli 

tidak tahu secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang, apakah 

misalnya sepuluh atau lima belas. Sedangkan alaan pelarangan transaksi kedua, 

mencegah untul memanfaatkan kebutuhan orang lain. Ini terjadi pada saat orang 

terpaksa membeli sebuah barang, maka syarat yang diberikan kepada pembeli ketika 

membeli barang darinya termasuk bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan 

hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli. Disamping itu, transaksi kedua juga 

mengandung unsur gharar, dimana penjual tidak mengetahui apakah jual beli kedua 

akan terjadi atau tidak. 

Terjadi juga perbedaan penafsiran mengenai maksud dua syarat dalam satu 

jual beli. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah seorang mengatakan. “ saya 

jual barang ini kepadamu dengan harga tunai, dan harga sekian kredit.” Adapula yang 

mengatakan bahwa maksudnya ialah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli 
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agar barang yang dibelinya tidak dijual atau dihibahkan kepada orang lain. Ada juga 

yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ialah penjual mengatakan. “ saya jual 

kepadamu barang ini dengan harga sekian, tetapi dengan syarat kamu jual kepadaku 

barang tertentu dengan harga sekian.  

Dari keterangan tersebut, tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam sau jual 

beli dan dua syarat dalam satu jual beli kedua-duanya memiliki arti yang sama. 

Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hanafi berpendapat bahwa jual beli 

ini fasid karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta 

ketidakjelasan, dimana harga barang tidak tertentu, apakah dibayar tunai atau kredit. 

Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi 

menjadi sah. 

Sedangkan Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa transaksi jual beli ini 

batal karena dianggap mengandung gharar dengan sebab adanya ketidakjelasan di 

dalamnya. Karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan dan 

sama halnya kalau penjual mengatakan, “ saya jual kepadamu barang ini atau itu.” 

Selain itu, salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak 

sah, seperti penjual mengatakan, “ saya jual kepadamu salah satu rumah dari rumah-

rumahku yang ada.”  

Adapun Malik berpendapat bahwa jual beli ini sah dan dianggap sama dengan 

jual beli yang memberi pilihan kepda pihak pembeli. Karena ini transaksi berlaku 

pada salah satu bentuk jual beli yang dipilih, dimana bisa dikatakan bahwa terjadi di 

antara kedua belah pihak seperti apa yang disepakati dalam transaksi, seperti halnya 

seorang pembeli berkata, “ saya beli barang ini dengan harga sekian kredit ”, lalu 

penjual menjawabnya, “ ambil ” atau, “ saya rela ”, atau ungkapan semacamnya, 

maka transaksi telah sempurna. 
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama, maka secara 

kontekstual, pelarangan yang dimaksudkan dari hadits tersebut adalah dua transaksi 

dalam satu jual beli, contoh, “ saya saya jual kue ini kepadamu dengan harga Rp 

30.000 jika dibayar tunai, dan kalau kredit Rp 50.000,” kemudian pembeli menerima 

tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana da 

inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur karena adanya 

ketidakjelasan. 

Adapun jual beli dengan dua harga di Pasar sentral Rappang, pada praktiknya 

tidak melakukan jual beli dengan utang piutang, sehingga jual beli tersebut tetap sah, 

karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang praktik tersebut dan hal yang 

penting dari jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk 

saling memberikan barang, termasuk dalam proses tawar menawar, tidak terdapat 

praktik yang mengandung unsur jihalah ( ketidakjelasan), ikrah ( paksaan ), tauqit ( 

pembatasan waktu ), gharar ( tipu daya ), dharar (aniaya) dan persyaratan yang 

merugikan pihak lain. 

4.3.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Diskon Penjual Pada Pembeli 

Diskon atau potongan harga sering di gunakan oleh pembeli untuk menarik 

simpati dari para pembeli. Keuntungan dari pihak pembeli yakni akan mengurangi 

biaya produksi di setip unitnya. Sedangkan keuntungan bagi para pembelinya yakni 

pembeli mendapatkan keringanan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. 

Sistem pemberian diskon yakni dengan cara memotong harga dari harga 

semula, sehingga harga potongan lebih kecil daripada harga semula. Hukum jual beli 

diskon adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang di haramkan 

seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29. 
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  ُ ُ ُُ ُ  ُ   ُ   ُُُُ ُ

ُ ُ ُُ...........ُ
 
Terjemahan: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu.70 

Oleh karena itu, sistem diskon harus terlepas dari faktor yang di haramkan 

misalnya haram zatnya dan haram selain zatnya. Haram zatnya dikarenakan objek 

tersebut terlarang seperti, khamar, bangkai, dan babi. Dengan demikian, jika terjadi 

transaksi jual beli barang-barang tersebut secara otomatis transaksi ini terjadi haram. 

Dan haram selain zatnya meski objeknya tidak haram di karenakan melanggar 

prinsip-prinsip dalam jual beli seperti transaksi yang mengandung suatu hal yang 

tidak diketahui oleh salah satu pihak.  

4.3.3. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Barang yang Diperjualbelikan. 

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia 

sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa 

sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya ( jual beli ) terkadang menusia tidak mengindahkan tata 

aturan yang dapat memberikan rasa saling meguntungkan, rasa suka sama suka, atau 

rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah berfirman 

dalam Q.S. An-Nisa/4: 29. 

 ُ ُ ُُ   ُ   ُ   ُ ُُ ُ

ُ ُ ُ ُُُ ُ  ُ ُُُُُُ

ُُُُ 

 

Terjemahan: 

                                                 
70 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 107. 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.71 

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh syara’, bila tidak demikian maka jual beli dapat 

dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. 

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah 

ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan 

dengan syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru 

dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 

diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga 

jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta 

adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. 

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan 

penjual, maka syariat islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk 

melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah 

pihak. 

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada 

barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi 

pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, 

lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. 

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang 

telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil 

dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan 

oleh cacat tersebut. 

                                                 
71 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 107. 
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Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, 

berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan 

bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. 

Rasulullah saw. Bersabda: 

 

ُرَس ولُاللهُِضَلَُّ رَضِشيُْالله ُعَنهُقاَلَُسَمِعْت  سَيضبُِانُْاباَُه رَيْرَُهُ  ُالْم  ىُاللهُ عَنُْاِبْن 

ُللسلْعَُ ُمَنْفةَ ُالْحَلِف  ُيقَ وْل  ُسَلَّمَ ُوَ ةُِعَليَْهِ

كَةُُِ)ُرواهُمسلمُ(هَمْحَقَّةُِلِلْبرََُ  
 
Artinya: 

“ dari ibnu al Musyayab berkata: sesungguhnya abu hurairah ra. Berkata, aku 
mendengar Rasulullah saw bersabda: bersumpah dapat mempercepat lakunya 
dagangan, tetapi dapat meghilangkan berkah. 

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpan dari apa yang 

telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. 

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak, apabila pihak yang 

lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada 

ketentuan Firman Allah QS. At-Taubah/9: 7. 

 ُُ  ُ ُُُ ُ   ُ ُ ُ

 ُُ  ُ   ُُ ُ  ُُ  ُ ُُ ُ

ُ ُ ُُُُ 

ُ

Terjemahan: 

bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan 
orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan 
Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? Maka selama mereka 
Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap 
mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa72. 

                                                 
72 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 254. 
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Dari ketentuan di atas, khususnya dalam kalimat “ selama mereka berlaku 

jujur (harus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, 

dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku 

lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. 

 Terkait dengan hal ini, berdasarkan hasil wawancara kepada lima orang 

penjual pakaian jadi di pasar sentral Rappang, empat penjual sepatu sandal, enam 

penjual kue, selebihnya penjual telur dan sayur-mayur, semuanya menjawab bahwa 

barang-barang yang diperdagangkan di jamin tidak ada yang cacat karena sebelumnya 

sudah diperiksa, kalau ada barang yang cacat maka nantinya akan dikembalikan dan 

ditukar di tempat produksinya. Maka dengan hal itu praktik penyembunyian barang 

yang cacat oleh perdagangan tidak akan terjadi, karena tentunya mereka juga sadar 

bahwa hal itu adalah salah satu bentuk penipuan dalam jual beli. Hal ini sesuai 

dengan hadis Rasulullah saw. Tentang bentuk penipuan dalam jual beli: 

ُاللهُصَلىُا ُلِرَُس وْلِ لٌ ُيقَ ولُ:ُذكََرَُرَج  ُابْنَُع مَر  ُسَمِعَ ُانََّه  ُدِيْناَرِ ُبْنِ ُاللهِ ُعَبْدِ للهُعَنْ

ُاللهُصَلَّىُاللهُعَليَْهُِوَسَلمُّمَنُْبَُعَليَْهُِ ُفقَلََُرَس وْل  مُْانََّه ُي حْدعَ ُفيُِالْب ي وعِ
ايعَْتَُفقَ للُْوَسَلَّ

ُلاَُخِياَبةَلاَُخِلَابةََُفكََانَُاِذاَُباَيعََُيَُ ق ول    
Artinya: 

Dari abdi bin Dinar, bahwa ia pernah mendengar ibnu Umar berkata: “ada 
seseorang menerangkan kepada Rasulullah saw, bahwa ia tertipu dalam jual 
beli. Maka Rasulullah saw, bersabda: ‘siapa saja yang engkau ajak untuk jual 
beli, maka katakanlah padanya, tidak boleh ada tipuan’. Sejak peristiwa itu, jika 
ia mengadakan jual beli, ia ( selalu ) mengatakan: tidak diperbolehkan ada 
tipuan. 

Dengan demikian, berdasarkan bunyi Hadis tersebut dapat dipahami bahwa 

dalam hukum Islam, penipuan merupakan suatu dilarang. 

 Terkait dengan hal pengembalian barang oleh pembeli, dalam Islam dikenal 

dengan istilah khiyar. Khiyar merupakan hak memilih yang dimiliki orang yang 

melakukan jual beli untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan jual 
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beli ( pembeli dan penjual ) yang melakukan transaksi jual beli, terutama pembeli 

dapat menerima barang tersebut karena adanya kelalaian atau penipuan, hal ini 

dengan pendapat Imam Syafi’i: 

ُامِْضَُ ُاوَ ُالْعقَْدِ ُفسَْخِ ُفيِ ُالْحَق  ُهِمَا ُلِغيَْرِ ُاوَ ُلِكِيْلهَ مَا ُاوَْ ُقِديَْنِ عاَ
ُلِأحَدِالْ ُيكَ وْنَ ُءِهُِانَْ ا

خِلالََُ

مدةُِ

 مَعْل وْمَةُِ
Artinya: 

“suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-
masing yang akad-akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas 
pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”. 

Misalnya seorang pembeli berkata, “saya beli dari barang kamu, dengan 

catatan saya berkhiyar ( pilih-pilih ) selama sehari atau tiga hari, atau bahkan lebih 

dari itu. 

Berdasarkan hasil data sebelumnya, diketahui bahwa pedagang Pasar Sentral 

Rappang mengadakan kesepakatan menentukan syarat dan membolehkan para 

pembeli mengembalikan barang yang sudah dibeli untuk di tukar jika barang tersebut 

ada cacat atau tidak cocok dengan barang yang dibelinya. Sehungga dapat 

disimpulkan dalam praktiknya pedagang dan pembeli menerapkan / khiyar Syarat 

dalam jual beli pakaian jadi di Pasar Sentral Rappang dan sudah sesuai dengan 

hukum ekonomi islam. 

4.3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan Barang dan Alat Bukti 

Penyerahan  

Terkait dengan penyerahan barang kepada pembeli adalah kewajiban yang 

harus ditunaikan oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. Sama halnya 

dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah salah satu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pembeli karena adanya transaksi jual beli itu juga. Sebab, 
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menyerahkan barang dan harga adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan 

keduanya masing-masing mempunyai hak milik dari keduanya. 

Dalam hal bukti transaksi dalam jual beli dalam ajaran islam, kita hanya 

diperintahkan untuk menuliskannya dalam sistem jual beli secara utang piutang, 

sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282. 

 ُُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ

 ُ  ُ ُُُ ُ ُ ُُ  ُ ُ  ُ

ُُ   ُ    ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ ُ  ُ  ُ

 ُُ  ُُ ُ  ُ ُُُُُُُ ُ  ُ

 ُ   ُ ُ ُُ   ُُ ُ ُُ  ُُ

 ُ   ُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ

   ُ  ُ  ُ  ُُ ُ ُ  ُ ُُ ُُ

 ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ   ُُ
 
Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya73. 

 

                                                 
73 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 59. 
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Dari keterangan tersebut, tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam sau jual 

beli dan dua syarat dalam satu jual beli kedua-duanya memiliki arti yang sama. 

Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hanafi berpendapat bahwa jual beli 

ini fasid karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta 

ketidakjelasan, dimana harga barang tidak tertentu, apakah dibayar tunai atau kredit. 

Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi 

menjadi sah. 

Adapun jual beli dengan dua harga di Pasar sentral Rappang, pada praktiknya 

tidak melakukan jual beli dengan utang piutang, sehingga jual beli tersebut tetap sah, 

karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang praktik tersebut dan hal yang 

penting dari jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk 

saling memberikan barang, termasuk dalam proses tawar menawar, tidak terdapat 

praktik yang mengandung unsur jihalah ( ketidakjelasan), ikrah ( paksaan ), tauqit ( 

pembatasan waktu ), gharar ( tipu daya ), dharar (aniaya) dan persyaratan yang 

merugikan pihak lain. 

4.3.5. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Pada Sistem Murabahah di 

Pasar Sentral Rappang  

Kesepakatan atau yang sering kita dengar adalah perjanjian tidak lepas dari 

kehidupan sehari-hari, baik itu perjanjian antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Akan tetapi, perjanjian atau 

kesepakatan sering terjadi pihak penjual dan pihak pembeli baik itu perusahan 

maupun tempat-tempat perbelanjaan seperti halnya pasar sentral. Hukum perjanjian 

boleh dan sah. Jika perjanjian tersebut sudah dibuat, maka wajib dijalankan 

sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah/5: 1 

  ُ ُ ُُ ُ.............. 
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Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Perjanjian yang sah bisa jadi syarat tersebut sudah sepatutnya ada dalam akad 

seperti adanya penyerahan barang dari penjual dan uang bayaran dari pembeli. Bisa 

jadi pula syarat yang dibuat adalah berkaitan dengan maslahat akad. Misalnya dalam 

jual beli kredit mesti ada jaminan atau agunan. Dalam hukum Islam hendaknya dalam 

kesepakatan antara pembeli dan penjual yang apabila barang tersebut di bayar secara 

kredit hendaklah dia menuliskannya dan mendatangkan saksi dalam pejanjian 

tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282. 

  ُ ُ ُ  ُ  ُُُ ُ  ُ  ُُ  ُ ُ

 ُ  ُُُُُُُُُُُ   ُ ُ

 ُ ُ ُ  ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُُ..........ُ

 
Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya.74  

Dari keterangan di atas, penjual harus menuliskan utang pembeli baik itu 

dalam jumlah besar maupun kecil bahkan dalam perjanjian tersebut hendaklah 

penjual mendatangkan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua 

orang wanita. Sebagaimana sambungan ayat di atas dalam firman Allah Q.S Al-

Baqarah/2:282. 

  ..........ُ  ُُ   ُُ ُ ُُ  ُ ُ ُ

ُ ُُ   ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُُُ......... 

 

                                                 
74 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 59. 
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Terjemahan: 
Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 
yang seorang mengingatkannya.75 

Dari keterangan ayat di atas, sangatlah berbeda halnya yang terjadi di Pasar 

Sentral Rappang. Penjual enggang menuliskan utang pembeli apabila utang tersebut 

dijanjikannya di bayar hari pasar kemudian. Terkecuali utang pembeli tersebut di 

ansur beberapa kali setiap kali pasar sampai utang tersebut lunas, maka pembeli 

menuliskan dalam buku pinjaman barang terhadap utang pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 59. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.     Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab 

IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1. Sistem jual beli murabahah para pedagang Pasar Sentral Rappang Kabupaten 

Sidrap dalam pelaksanaan akad  jual beli mayoritas masyarakatnya masih di 

buat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan sistem 

kepercayaan, namun sebagian kecil dalam proses akadnya sudah ada dibuat 

dalam bentuk tertulis. Dimana dalam isi perjanjian tersebut diantaranya ialah 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, 

pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu 

perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan, dan hal ini 

biasanya dikarenakan pihak yang saling bekerja sama sudah saling akrab, 

sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.  

5.1.2. Dari analisis hukum islam sistem murabahah yang diterapkan pedagang Pasar 

Sentral Rappang mengikut pada sistem murabahah yang dimana prosesnya 

mulai dari kesepakatan sampai penyerahan barang, yang jika di dilihat dari 

hasil penelitian sistem akad jual beli yang diterapkan pedagang Pasar Sentral 

Rappang dalam transaksinya lebih mengarah kepada sistem utang piutang dan 

tawar menawar di bandingkan sistem murabahah.  

5.2 Saran  

Mengingat sebagian besar masyarakat Sidrap memiliki mata pencarian pokok 

dengan bertani dan menjual yang di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam 

transaksi jual beli yang ada di Pasar Sentral Rappang ini, perlu kiranya dipantau oleh 
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lembaga-lembaga syariah yang terkait seperti halnya BMT, Koperasi Syariah, dan 

Bank Syariah, serta masyarakat setempat guna mengantisipasi adanya kecurangan 

didalam melakukan praktek jual beli murabahah tersebut.  

Di dalam proses akad sebaiknya pihak penjual dan pihak pembeli melakukan 

kesepakatan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika 

ada hal-hal yang tidak dinginkan terjadi dalam menjaling kerja sama, serta sebaiknya 

memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat 

dipastikan hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi dengan baik. 
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islam yang biasanya dikenal sebagai sistem murabahah ? 

3. Apakah ada jangka waktu kerja sama yang ditentukan dalam akad tersebut? 

4. Apakah barang yang dijual pesanan orang atau bukan ? 

5. Bagaimanakah tanggapan anda mengenai keuntungan jual beli murabahah 
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7. Atas dasar apakah dalam penerapan kerja sama yang dilakukan selama ini, 

apakah berdasarkan adat kebiasaan turun temurun atau ada hal-hal lain yang 
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